Analisis hukum Islam dan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli dengan sistem diskon di stand pameran (SA  Shoop) Royal Plaza Surabaya by Devi, Irnalailatul Fitria
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 
NO 8 TAHUN1999 TENTANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
DENGAN SISTEM DISKON DI STAND  





Irnalailatul Fitria Devi 
NIM: C92216166 
 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Fakultas Syariah dan Hukum 
Jurusan Hukum Perdata Islam 





















 LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
  KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
 
Nama  :  IRNALAILATUL FITRIA DEVI 
NIM  : C92216166 
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH 
E-mail address :  irnalailatul98@gmail.com 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan 
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas karya ilmiah : 
     Sekripsi             Tesis         Desertasi  Lain-lain (……………………………) 
yang berjudul :  
 
Analisis Hukum Islam dan Undang-undang  No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Terhadap Praktik  Jual Beli dengan Sistem Diskon di Stand Pameran (SA SHOOP) 
Royal Plaza Surabaya  
 
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, 
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan 
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN 
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta 
dalam karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 
 
      Surabaya, 25 Juni 2021 
                        
         Penulis 
 
 
    




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 
PERPUSTAKAAN 
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id 
 




































Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No 8. Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem 
Diskon di Stand Pameran (SA Shoop) Royal Plaza Surabaya” merupakan hasil 
penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 
bagaimana praktik jual beli dengan sistem diskon dan bagaimana analisis hukum 
Islam serta UU No 8. Tahun I999 Tentang Perlindungan Konsumen di Stand 
Pameran (SA Shoop) Royal Plaza Surabaya. 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik 
observasi dan wawancara (interview). Selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai 
dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang sistem diskon 
pada transaksi jual beli di Stand Pameran Royal Plaza, kemudian dianalisis 
dengan menggunakan hukum Islam (Kaidah Fiqh) terhadap sistem diskon pada 
transaksi jual beli di Stand Pameran Royal Plaza.  
Hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa praktik jual beli yang 
terdapat di Stand pameran (SA Shoop) Royal Plaza Surabaya belum memenuhi 
unsur keridhaan dalam kaidah fiqih dan belum memenuhi ketentuan yang berada 
dalam UU NO. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena penjual 
menggunakan sistem pengiklanan barang dengan cara menaikkan harga terlebih 
dahulu kemudian memberikan diskon, yang mana harga diskon sebenarnya adalah 
harga normal.  
Dengan demikian, dari kesimpulan di atas maka pemilik stand hendaknya 
menggunakan sistem diskon yang sesuai dengan konsep jual beli yang benar tanpa 
adanya unsur yang dilarang dalam Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak 
menimbulkan perselisihan di kemudian hari.  
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A. Latar Belakang 
Allah SWT  menciptakan makhluk hidup yang memiliki akal yaitu 
manusia. pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup 
sendiri di tengah masyarakat. Manusia pasti membutuhkan makhluk lain 
untuk memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder 
dan tersier. Manusia  pasti akan bergaul antara satu dengan yang lain yang 
mana hubungan tersebut disebut dengan interaksi bermua>malah.1. Ajaran 
agama dalam mempersoalkan interaksi tersebut persoalan tersebut tidaklah 
suatu ajaran yang kaku, akan tetapi suatu ajaran yang luas dan fleksibel 
dalam menghadapi persoalan yang ada sehingga dapat mengkoordinir 
perkembangan-perkembangan transaksi di masa modern dan senantiasa 
tidak berlawanan dengan Alquran dan Assunnah.. Bagi manusia sangatlah 
penting khususnya para pelaku usaha untuk mempelajari dasar-dasar dan 
prinsip dalam bermua>malah. 2 
Demi terjalinnya interaksi antar sesama manusia yang teratur maka 
dibutuhkan sebuah aturan yang bertujuan untuk memenuhi hak setiap 
manusia, menjaga kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan. 
Ruang lingkup fiqih mua>malah adalah seluruh kegiatan mua>malah 
manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-
                                                             
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)  (Yogyakarta: UII 
Press, 2000), 11 
2 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2000), v 
 



































peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, 
makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang 
menyangkut urusan ibadah.  
Syariat Islam juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip, 
baik itu yang berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan 
dengan sesama manusia. Jika tidak berpedoman dengan syariat Islam yang 
telah diatur oleh Allah SWT dan RasulNya, maka manusia senantiasa 
hanya menuruti kebutuhan duniawinya saja yang dalam hal ini 
dipengaruhi oleh hawa nafsu. Manusia harus berpegang teguh pada aturan 
dalam mua>malah. Aturan-aturan tersebut teringkas dalam fiqh 
muamalah.     
Fiqh Mua>malah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu 
Fiqh dan mua>malah. Fiqh adalah sekelompok hukum tentang amal 
perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber 
hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang 
diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.  
Mempelajari semua kaidah fiqh sekarang menjadi sesuatu yang 
harus dilaksanakan guna mempermudah dalam mempelajari serta 
menambah wawasan mengenai hukum kontmporer perekonomian.  
Sangat penting mempelajari kaidah fiqhiyah dari segi penggalian 
dan penetapan hukum Islam, mencakup beberapa persoalan yang sudah 
dan belum terjadi. Kaidha tersebut akan memudahkan kaum manusia 
khususnya umat islam dalam hal penguasaan masalah ilmu cabang yang 
 



































sekarang ini sedang berkembang ’ serta tak terhitung jumlah masalah yang 
terjadi. Maka dari itu kaidah fiqh ini sangat membantu umat islam dalam 
menyelesaikan semua persoalan hukum. 
Salah satu dari ruang lingkup muamalah yang diperbolehkan 
adalah jual beli. Firman Allah SWT dalam QS ’ Al-Baqarah’: 2753” 
ِلكَر رۚرذََٰ رَكَماريَ ُقوُمرالَِّذيريَ َتَخبَّطُُهرالشَّْيطَاُنرِمَنراْلَمسِ  ُْمررالَِّذيَنرَيَُْكُلوَنرالر ََِبراَلريَ ُقوُموَنرِإالَّ ِبََِّنَّ
َا ُراْلبَ ْيَعرَوَحرََّمرالر ََِبرۚرَفَمْنرجَررَقاُلوارِإَّنَّ رفَ َلهُراْلبَ ْيُعرِمْثُلرالر ََِبرۗرَوَأَحلَّراَّللَّ اَءُهرَمْوِعَظٌةرِمْنررَبِ ِهرَفانْ تَ َهىَٰ
 َمارَسَلَفرَوأَْمرُُهرِإََلراَّللَِّرۖرَوَمْنرَعاَدرفَُأولََِٰئَكرَأْصَحاُبرالنَّاِررۖرُهْمرِفيَهارَخاِلُدونَر
 
Artinya’: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal 
didalamnya.  
Al-Qawa>’id al-Fiqhiyah atau yang biasa disebut dengan kaidah 
fiqih berasal dari kata Al-Qawa>’id yang bentuk jamak kata qaidah 
(kaidah). Menurut bahasa qaidah bermakna asa, dasar, atau fondasi, baik 
dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Al-Qawa>’id al-Fiqhiyah 
secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan 
masalah-masalah atau jenis-jenis fiqih.4 Kaidah fiqih memiliki beberapa 
manfaat yaitu dengan mempermudah dalam menemukan hukum untuk 
                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Quran Bayan (Bandung: Al-Quran Terkemuka: 2010) 47 
4 A. Rahman Asymuni, Qaidah-qaidah Fiqh  (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet 1, 3  
 



































kasus baru dan tidak jelas nash nya dan juga mempermudah dalam 
pemberian kepastian hukum.  
Zaman semakin berkembang, semakin berkembang pula  praktik 
jual beli. Jual beli  (al-bai’) secara bahasa artinya memindahkan hak milik 
terhadap benda dengan akad saling mengganti.5 Menurut Raudh Al-Nadii 
Syarahkafi Al-Muhtadi, pengertian jual beli adalah tukar menukar harta 
meski ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan 
sesuatu semisal dengan keduanya untuk memberikan secara bertahap. 
Sedangkan menurut Idris Ahmad jual beli merupakan proses menukar 
barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepas hak 
milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha. Adapun 
menurut istilah, menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa 
“akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan 
terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan 
bukan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT.6  
Seorang pelaku usaha harus memiliki sebuah inovasi baru agar 
tetap bertahan dalam persaingan dalam dunia pasar. Cara yang biasa 
ditempuh adalah dengan memperkuat strategi pemasaran. Strategi 
pemasaran diantaranya  yang dirasa paling penting dan paling ampuh 
adalah melakukan kegiatan promosi produk-produk baru dengan jangka 
waktu yang terbatas, baik dalam bentuk brosur atau pamflet yang 
                                                             
5 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat  (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 23 
6 Ibid, 25 
 



































disebarluaskan melalui sosial media maupun tidak. Hal tersebut bertujuan 
untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang telah di 
tawarkan. Sistem promosi yang dikenal oleh masyarakat luas pada 
umumnya adalah sistem diskon. 
Pelaku usaha pada dasarnya memberikan potongan harga yang 
telah disesuaikan dengan harga normal. Sistem diskon atau potongan 
harga, pada awal mulanya calon pembeli mendapatkam diskon harga dari 
harga asli pada produk barang tertentu. Dalam hak ini seorang pembeli 
senantiasa harus cermat dalam memilah produk yang akan diambil. 
Seorang pembeli lazimnya harus mampu membedakan diskon barang 
antara tempat penjual satu dengan penjual lainnya. Dan juga seorang calon 
pembeli harus senantiasa mengetahui harga barang di pasaran yang pada 
umumnya.  
Pada aplikasinya saat ini banyak sekali ditemukan diskon  yang 
tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kebanyakan dari pelaku 
usaha yang memberi potongan harga (discount) sering tidak 
memperhatikan obyek akad. Mereka menjual barang yang sudah tidak laku 
dan berkualitas jelek. Hal tersebut dirasa sangat merugikan calon pembeli. 
Oleh karena itu diharapkan para calon pembeli harus lebih cermat dan 
teliti lagi mengenai barang yang akan dibeli agar tidak ada rasa penyesalan 
dan rasa tertipu karena barang berkualitas jelek.  
Para pelaku usaha selain itu juga  menaikkan harga barang tersebut 
hingga dua kali lipat dari harga di pasaran  pada umumnya kemudian 
 



































memotong harga barang tersebut seolah-olah mendapatkan diskon padahal 
sebenarnya tidak. Seperti contohnya pada salah satu stand pakaian di 
pameran Royal Plaza Surabaya sebelum adany diskon, harga pakaian 
mulanya Rp. 150.000,- kemudian pada saat tertentu harga tersebut berubah 
menjadi Rp.300.000,- dengan sudah tertera di papan penunjuknya telah 
mendapat potongan harga (discount) berkisar 50%. Setelah ditelusuri 
harga dipasaran memang tetaplah Rp.150.000,-. Disini para pembeli yang 
beranggapan harga tersebut telah mendapat potongan harga (discount) 
dengan harga murah akan tertipu karena pada dasarnya harga barang tetap, 
tidak ada potongan harga (discount) sama sekali.  
Indonesia juga sudah memiliki Undang-undang yang ditujukan 
untuk melindungi warga Negara dalam hal jual beli sebagai konsumen 
maupun produsen. Sudah diatur dan dijelaskan dengan seksama oleh 
pemerintah mengenai perlindungan’ Komsumen, yakni Undang-undang 
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pun juga telah diatur 
bagaimana hak dan kewajiban dari masing-masing konsumen maupun 
produsen demi terciptanya kenyamanan bersama. 
 
B. Identifikasi’ Masalah dan Batasan Masalah 
Setelah melihat beberapa hal yang melatar belakangi permasalahan 
diatas, penulis ” akan mengenali permasalahan yang dimungkinkan dapat 
muncul pada penulisan kali ini, diantaranya: 
 



































1. Praktik sistem diskon  menurut hukum islam. 
2. Praktik sistem diskon menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
3. Implementasi hukum islam terhadap praktik jual beli dengan 
sistem diskon. 
4. Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen terhadap praktik jual beli dengan sistem diskon. 
5. Praktik jual beli dengan sistem diskon di stand pameran Royal 
Plaza Surabaya. 
Agar penalitian ini lebih terarah pada ruang lingkup pokok 
permasalahannya, penulis membatasi beberapa permasalahan, diantaranya:  
1. Analisis hukum islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli dengan 
sistem diskon stand pameran Royal Plaza Surabaya. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem diskon di stand pameran 
Royal Plaza Surabaya ’? 
2. Bagaimana’ analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli dengan sistem 
diskon stand pameran Royal Plaza Surabaya? 
 




































D. Kajian Pustaka 
Kajian ini pada dasarnya ialah segala baham yang kemungkinan besar 
telah di kaji atau di teliti, baik yang sudah terekspos maupun yang tidak.7  
Maka, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah, 
diantaranya:  
1. Skripsi yang dipaparkan oleh M. Ikhsan yaitu Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon. Dalam skripsi tersebut 
disimpulkan bahwa diskon diberikan oleh penjual dengan cara 
menaikkan harga terlebih dahulu kemudian dipotong seolah-olah 
mendapat diskon padahal dalam kenyataannya harga tersebut adalah 
harga normal. Diskon disini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur 
penipuan.8 
2. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Hikmah yaitu Manfaat Sistem Diskon 
pada Pedagang Pakaian di Kota Palangkaraya Menurut Hukum 
Ekonomi Syariah. Dalam skripsi ini sistem diskon diperbolehkan 
karena diskon menurupakan strategi penawaran atau strategi promosi 
bagi para pelaku usaha. Diskon yang diterapkan juga sudah sesuai 
                                                             
7 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 80 
8 M. Ikhsan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon” (Skripsi-- IAIN 
Raden Intan Lampung, 2017) 
 



































dengan hukum Islam yakni dengan potongan harga pada beberapa 
jenis pakaian (tidak semua barang) dan juga pada pembeli yang 
membeli barang lebih dari satu akan mendapatkan potongan.9 
3. Skripsi yang ditulis oleh Arina Widda Faradis dengan judul Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Strategi Penawaran Harga Jebakan di 
Beberapa Tempat Penjualan di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya. 
Dalam skripi tersebut Strategi Penwaran Harga Jebakan yang 
dimaksudkan adalah penjual memasang plang harga pada barang yang 
kualitasnya baik sehingga banyak pembeli yang membeli dan tertipu. 
Hal tersebut tidak diperbolehkan karena menghilangkan dasar dari jual 
beli itu sendiri yakni ridho sama ridho dan merugikan salah satu 
pihak.10 
Dalam kaitannya dengan skripsi yang ditulis oleh M. Ikhsan 
tentang tinjauan hukum islam mengenai diskon yang hanya membahas 
tentang sistem potongan harga di daerah tersebut seolah-olah mendapatkan 
potongan harga, akan tetapi para pelaku usaha menaikkan harga barang 
tersebut terlebih dahulu kemudian memberikan potongan harga yang pada 
kenyataannya harga tersebut adalah harga normal di pasaran. Sedangkan 
disini penulis akan membahas dari sisi kualitas barang yang dikaitkan 
dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap 
                                                             
9 Amalia Hikmah, “Manfaat Sistem Diskon pada Pedagang Pakaian di Kota Palangkaraya Menurut 
Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi—IAIN Palangkaraya, 2017) 
10 Arina Widda Faradis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penawaran Harga Jebakan di 
Beberapa Tempat Penjualan di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 
2018)  
 



































sistem diskon stand pameran Royal Plaza Surabaya dan bagaimana 
analisis hukum Islam terhadap masalah tersebut. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penulis 
akan memaparkan beberapa tujuan dari penelitian yakni :  
1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli dengan sistem diskon 
stand pameran Royal Plaza Surabaya. 
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisisi hukum Islam dan UU No 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual 
beli dengan sistem diskon stand pameran Royal Plaza Surabaya.  
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Teoritis 
Supaya mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih 
luas lagi mengenai ilmu Syari’ah. Selain itu, diharapkan juga dapat 
menjadi referensi pada penelitian mendatang sesuai dengan 
perkembangan zaman yang ada.  
2. Praktis 
Dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk para pelaku usaha di 
stand pameran Royal Plaza Surabaya agar lebih memperhatikan hak-
hak konsumen. serta memberikan masukan kepada pihak yang terkait 
 



































mengenai perbaikan sistem yang dirasa tidak sesuai dengan jual beli 
menurut syari’at Islam. Selain itu diharapkan dapat menjadi padoman 
bagi para calon konsumen agar lebih teliti dan berhati-hati sebelum 
membeli. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta menghindari terjadinya 
kesalahpahaman dalam mengambil maksud dari judul skripsi ini, maka 
penulis perlu untuk menjabarkan beberapa kata kunci yang akan 
digunakan, diantaranya, yakni:  
1. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada 
wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf 
(orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakui dan 
diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini 
mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk  
melaksanakannya secara total.11 Kemudian dalam penelitian ini , 
penulis menganalisis dengan kaidah fiqih (kaidah mua>malah yang 
kedua) :12 
ُتَ َعاِقَدْيِنرَونَِتَجُتُهرَمارإِْلتَ َزَماُهرَِبلت ََّعاقُدِر
 اأَلْصُلرِفرالَعقِدرِرَضىرامل
                                                             
11 Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Ilmiah 
Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No 2 “Tahun 2017) 24 
12 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah yang Praktis)  (Jakarta: Kencana, 2007), 130 
 



































Artinya “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah 
pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang 
diakadkan”. 
2. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala 
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian 
hukum. 
3. Jual beli sistem potongan harga (discount) adalah salah satu sistem 
jual beli dimana pada dasarnya pembeli mendapatkn pengurangan tarif 
harga normal untuk produk yang sudah dikenai potongan harga. 
4. Stand Pameran Royal Plaza Surabaya yang pada umumnya menjual 
produk semacam pakaian wanita, pakaian anak-anak,  kaos kaki dan 
jam tangan. 
 
H. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunkan adalah penelitian lapangan (field 
research) dan kepustakaan (library research). Field research merupakan 
jenis penelitian yang mana penyusun terjun langsung pada lokasi atau latar 
tertentu untuk menemukan data-data, mempelajari, memahami dan 
menggambarkan suatu permasalahan.13 Sedngkan library research 
                                                             
13 W. Laurence Neuman, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, alih 
bahasa Edina T. Sofia Cet ke-1 (Jakarta: PT Indeks, 2013), 462 
 



































merupakan pencarian, penelaahan dan penggunaan sumber-sumber 
pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian.  
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana secara 
historis, berawal dari pengamatan yang mendalam.14 Tujuan penelitian 
kualitatif adalah untuk membuat fakta agar mudah dipahami. Penelitian 
metode ini mampu membawa penyusun pada tingkat kedalaman 
pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti, bahkan jika 
fenomena tersebut belum pernah diteliti.15 Metode yang dipakai penulis 
dalam penelitian ini adalah menggunakan Data kualitatif yaitu data yang 
tidak berbentuk angka, jenis data yang dcari adalah segla data terkait 
praktik jual beli dengan sistem diskon di stand pameran Royal Plaza 
Surabaya. Yang mana menggunakan pola pikir deduktif yang berkaitan 
dengan jual beli menurut kaidah fiqih dan menurut Undang-undang No. 8 
Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen untuk menganalisis praktik 
jual beli dengan menggunakan sistem diskon.  
1. Sumber Data 
Sumber data ialah segala pernyataan serta menjadikan informan 
ataupun yaang mana hal tersebut meiliki asal mula dari dokumen-
dokumen’ yang ada unuk mempermudah dalam hal meneliti tersebut.16 
Sumber data disini ialah: 
 
                                                             
14 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian  cet ke-3, 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 21 
15 Morissan, dkk, Metode Penelitian Survei  cet ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 22 
16 Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)  (Jakarta: Rineka Cipta: 2006), 87 
 



































a. Sumber Primer  
Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui 
prosedur dan teknik pengmbilan data yang berupa interview, 
observasi, maupun penggunaan instrument khusus.17  
Adapun sumber primer yang diperoleh secara langsung melalui 
informan di stand pameran Royal Plaza Surabaya diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1) Pelaku usaha yang berdagang di stand pameran Royal Plaza 
Surabaya. Dalam hal ini penulis mengambil 3 (tiga) sampling 
pelaku usaha.  
2) Karyawan beberapa toko di stand pameran Royal Plaza 
Surabaya.  
3) Konsumen yang membeli di stand pameran Royal Plaza 
Surabaya yang berdomisili di daerah Surabaya.  
b. Sumber Sekunder 
Adalah sumber yang didapat secara taklangsung dan sering kita 
jumpai dalam bentuk data atau arsip dokumen yag akurat.18 Data 
diambil berdasarkan bahan pustaka yang ada kaitannya mengenai  
penelitian diantaranya adalah:  
1. A. Sulthoni, Sistem Informasi E-Commerce Pemasaran Hasil 
Pertanian Desa Kluwan Berbasis Web, dalam Jurnal Sistem 
Informasi STEKOM Semarang 
                                                             
17 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36 
18 Ibid, 38 
 



































2. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat 
3. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah 
4. Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah 
5. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlidungan konsumen 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan 
berbagai data guna untuk membantu sebagai dasar dari penelitian 
tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:  
a. Observasi 
Adalah suatu aktifitas pengamatan terhadap suatu obyek 
secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat 
secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.19 Penulis 
akan mengadakan pengamatn langsung di stand pameran Royal 
Plaza Surabaya untuk memperoleh data praktik jual beli dengan 
sistem diskon di stand pameran tersebut.  
b. Wawancara 
Adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan dua orang atau 
lebih guna memperoleh informasi atau keterangan secara langsung 
dengan sistem mengajukan beberapa pertanyaan terkait masalah 
yang akan diteliti secara lisan. wawancara yang akan dilakukan 
oleh penulis kepada beberapa narasumber yakni para penjual 
                                                             
19 M. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis  (Yogyakarta: BPFE, 2007), 32 
 



































dibeberapa stand pameran, para pegawai yang bekerja di stand 
pameran dan juga beberapa konsumennya. 
c. Studi kepustakaan 
Adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan 
dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Obyek 
tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, 
disertasi, internet dan sumber-sumber lain. Penulis akan menggali 
dari beberapa buku tentangi jual beli Islam dan UU No 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
d. Dokumentsi 
Adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 
dokumen yang ada baik itu berupa catatan transkrip, buku, surt 
kabar, gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 
mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi profil pameran stand 
Royal Plaza.  
3. Teknik Pengolahan Data 
Untuk mengolah data lebih lanjut, maka penulisan yakni 
melakukan beberapa tahapn berikut ini: 
 



































a. Organizing, yaitu rangkaian tindakan yang runtut dalam hal 
megumpulkan, mencatat, menyajikan fakta guna mencapai tujuna 
dari observaisi.20 
b. Coding, yaitu mengklasifikasikan serta mengadakan pemeriksaan 
terhadap bahan signifikan sesuai dengan pokok pikiran.21 
c. Editing, adalah mengamati kecukupan bahan dta. Teknik ini 
digunakan untuk memperbaiki kualitas data. 
4. Teknik Analisis Data 
Selanjutnya adalah tahapan teknik analisis data yang akan 
digunakan oleh penulis. Proses penelitian yang akan digunakan oleh 
penulis adalah analisis menggunakan teknik deskriptif Kualitatif. 
Penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, 
keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung mengenai 
praktik jual beli dengan sistem diskon di stand Pameran Royal Plaza 
Surabaya.  
Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, 
yakni menganalisa yang luas menuju khusus mengenai praktik jual beli 
dengan sistem diskon stand pameran Royal Plaza Surabaya.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
                                                             
20 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66 
21 Ibid, 99 
 



































Pada bab satu, memuat pendahuluan yang berisi hal-hal berkenaan 
dengan penelitian. Yakni berisi tentang: latar belakng masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan peneltian, kegunaan hasil penelitian, 
definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. 
Pada bab dua, berisi tentang jual beli menurut Qawaid Fiqh dan 
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang memuat 
definisi jual beli menurut kaidah fiqhiyah, asas-asas dalam jual beli, cacat 
dalam akad jual beli, hak dan kewajiban para pihak. 
Pada bab ketiga, bersi tentang praktik jual beli dengan sistem 
diskon di beberapa stand pameran di Royal Plaza Surabaya. Berisi 
mengenai profil dari pengusaha, karyawan serta pembeli, metode jual beli 
dengan sistem diskon serta latar belakang yang mendasari mekanisme 
tersebut.  
Pada bab keempat, berisi tentang analysis mengenai hukum Islam 
serta hukum positif pada praktk jual beli dengan sistem diskon di stand 
pameran Royal Plaza Surabaya.  
Pada bab kelima, berisi mengenai penghujung dari pembahasan 
yang di dalamnya memuat simpulan dan analisis penelitian, selanjutnya 
adalah anjuran serta arahan terhadap pembahasan tersebut yang nantinya 
diharapkan dapat bersifat membangun. 
 



































SISTEM DISKON DALAM PRAKTIK JUAL BELI MENURUT HUKUM 
ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PRLINDUNGAN 
KONSUMEN 
 
A. Jual Beli Menurut Al-Qawa’id al-Fiqhiyah dan Undang-undang No 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Menurut Al-Qawa’id al-Fiqhiyah 
Fiqh Islam selalu berbicara mengenai topik-topik tentang konsep 
dan ilmu ekonomi itu sendiri. Untuk membantu umat Islam dalam 
membahas hukum ekonomi Islam, maka mempelajari kaidah–kaidah 
fiqh merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam 
mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki 
nash sharîh (dalil pasti) dalam Al-quran maupun hadis 
a. Pengertian Al-Qawa’id al-Fiqhiyah 
Al-Qawa’id al-Fiqhiyah adalah kata majemuk yang 
terbentuk dari dua kata, yaitu kata qawaid dan fiqhiyyah, kedua 
kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata 
qaidah (قاعدة), jamaknya qawaid (قواعد). Yang berarti; asas, 
landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret 
maupun materi seperti fondasi bangunan rumah.22 
Sesuai dengan al-Quran Surah”al-Baqarah” ayat 127’:23 
                                                             
22 Dr. H. Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyah Muamalah (Banjarmasin, Lembaga 
Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015) 1 
23 Departemen Agama RI, Al-Quran Bayan (Bandung: Al-Quran Terkemuka: 2010) 20 
 


































 الَعلْيم السَِّمْيعُر اََنتَر اِنَّكَر ِمَنا تَ َقبَّلْر رَب ََّنا َوِاْْسَِعْيلُر الَقوَاِعَدِمَناْلبَ ْيتِر اِبْ َرِهمُر َوِاْذيَ ْرَفعُر
“Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) 
dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo`a): "Ya 
Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui” 
Secara etimologi fiqh mamiliki makna pengetahuan, 
memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.24  
Menurut Musthafa az-Zarqa dikutip oleh Abd. Rahman 
Dahlan dalam buku Ushul Fiqh, Al-Qawa>’id al-Fiqhiyah ialah 
dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk 
undang-undang yang berisi hukum-hukum syara’ yang umum 
terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang 
lingkup kaidah tersebut.25  
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwasannya Al-Qawa>’id al-Fiqhiyah adalah beberapa kaidah 
fiqih yang bersifat universal sesuai dengan hukum syara’ untuk 
menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang tidak terdapat 
dalam al-quran dan al-hadis.  
b. Jual beli menurut Al-Qawa>’id al-Fiqhiyah 
Rasulullah saw adalah teladan bagi selruh umat muslim, dalam 
perjalanannya sebagai nabi dan rasul, Rasul pernah menjalankan 
pekerjaan sebagi seoramg pedagang. Beliau terkenal sebagai 
pedagang yang jujur dan memperoleh banyak kepercayaan dari 
konsumen.  
                                                             
24 Op.Cit, 2 
25 Abd . Rahman Dahlan, Ushul Fiqih (Jakarta : Amzah,2005) 13 
 


































1. Pengertian jual beli 
Muamalah berasal dari ‘amala – yu’amilu – mu’a>malatan 
yang memiliki arti saling mengamalkan. Sedangkan secara 
istilahnya suatu hubungan interaksi antara manusia satu dengan 
manusia yang lain sesuai dengan syariat islam. 
Al-Fikri membagi muamalah secara sempit kepada dua 
bagian, yaitu:26 
• Al-Muamalah al-Madiyah yaitu muamalah bersifat 
kebendaan, karena objek fiqh muamalah adalah harta 
benda yang halal, yang haram dan yang syubhat untuk 
diperjual belikan. Hasbi al-Shiddieqy mengatakan yang 
dimaksud dengan harta adalah nama bagi selain 
manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual 
belikan dan berharga. 
• Al-Muamalah al-Adabiyah. Masuk dalam bagian ini 
adalah: saling meridhai dalam bermuamalah, tidak ada 
keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran, penipuan, 
pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari 
indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran 
harta dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan 
dengan akhlak dalam bermuamalah. 
                                                             
26 T.M. Hasbi al-Shiddiqieqy, Pengantar Ilmu Muamalah  (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 140 
 


































Berdasarkan uraian diatas, maka Al-Qawa>’id al-
Fiqhiyah muamalah adalah suatu kaidah fiqih yang benar 
fiqhiyahnya berkaitan dengan fiqh muamalah.  
Saat ini ada begitu banyak kaidah fiqih muamalah, 
salah satunya adalah kaidah fiqih yang menjelaskan 
mengenai keridhaan. Kaidah tersebut berbunyi :27 
ُتَ َعاِقَدْيِنرَونَِتَجُتُهرَمارإِْلتَ َزَماُهرَِبلت ََّعاقُدِراأَلْصُلرِفرالَعقِدررِر
َضىرامل  
 yang artinya “Hukum asal dalam transaksi adalah 
keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah 
berlaku sahnya yang diakadkan”. 
Dasar dari kaidah tersebut terdapat dalam Al-Quran 
pada surah Al-Nisa ayat 29:28 
أَْنرَتُكْوَنرِِتَارًَةَعْنر َنُكْمرَِبْلَباِطِلرِإالَّ ََيأَي َُّهاالَِّذْيَنراََمنُ ْوااَلََتُْكُلْواأَْمَواَلُكْمربَ ي ْ
 تَ رَاٍضرِمْنُكمْر
Artinya:’“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu”. 
Kutipan dari Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-
Quzwini dalam Sunan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis 
Rasulullah sw dari Abi Said al-Khudry ra:29  
                                                             
27 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah yang Praktis)  (Jakarta: Kencana, 2007), 130 
28 Departemen Agama RI, Al-Quran Bayan, (Bandung: Al-Quran Terkemuka, 2010) 83 
29 Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah  (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 
2), hlm737 Hadis Nomor 2185 
 


































َاراْلبَ ْيُعر َعَلْيِهرَوَسلَّمرقال:رإَّنَّ رُ عنرأيبرسعيداخلُْدرِيَّرَرُسوُلراَّللَِّرَصلِ ىراَّللَّ
 َعْنرتَ رَاٍض.
Artinya: “Dari Abi Said al-Khudr bahwa Rasulullah saw. 
Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan 
dengan suka sama suka”.  
Dalam bermuamalah pasti ada suatu akad. Tujuan dari 
adanya sebuah akad adalah tidak lain untuk melahirkan hukum 
baru.  Dengan adanya ijab qabul yaitu untuk memberi petunjuk 
bahwa ada ridha terhadap interaksi atau ikatan hubungan antara 
kedua belah pihak tersebut, dimana hubungan tersebut harus 
menunjukan hubungan timbal balik yang sesuai. Oleh karena 
itu kita menyimpulkan bahwa akad tersebut akan terlaksana 
apabila antara kedua belah pihak sudah terdapat ridha dan 
wajib atas masing-masing. Oleh karenanya perlu adanya 
penegasan bahwa semua pihak yang akan menjaln transaksi 
atau akad sangat memerlukan perhatian penuh atas hak 
dan/atau kewajiban dari semua pihak agar salah satu tidak ada 
yang merasa dirugikan.  
2. Asas-asas dalam jual beli 
Dalam bermuamalah suatu hukum sudah memiliki 
ketetapan dimana terdapat asas-asas dalam suatu akad dan hal 
demikian sangat berpengaruh pada interaksi atau muamalah, 
asas-asas tersebut diantaranya adalah:30 
                                                             
30 Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), 15 
 


































a. Asas kebebasan. Asas ini telah termaktub dalam al-Quran  
“Surah al-Maidah. ayat 1:31 
 َيَأَي َُّهاالَِّذْيَنءَاَمنُ ْواَأْوُفواَِبلُعُقود.....
Artinya: “Hai ornag-orang ‘beriman, penuhilah akad-akad 
itu.” 
Bebas mengadakan kontrak dalam ayat tersebut 
dimaksudkan dengan kata “akad-akad” atau dalam teks 
aslinya adalah al-‘uqud yaitu bentuk jamak menunjukkan 
keumuman artinya orang boleh membuat bermacam-
macam perjanjian dan perjanjian-perjanjian itu wajib 
dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum 
Islam ada batas-batasnya yakni sepanjang tidak makan 
harta sesama dengan jalan yang bathil.  
b. Asas konsensualisme. Asas tersebut terdapat Surah An-
Nisa ayat 29 yang mana atas dasar perjanjian antar kedua 
belah pihak. 
c. Asas ibadah. Asas ini adalah asas yang umum dalam 
seluruh muamalat selama tidak ada dalil khusus yang 
melarangnya. Ini didasarkan pada qaidah Fiqhiyah yakni 
hukum ashl dalam semua bentuk muamalah adalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.  
d. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi. Yang 
menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak saling 
                                                             
31 Departemen Agama RI, Al-Quran Bayan, (Bandung: Al-Quran Terkemuka, 2010) 106 
 
 


































merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan 
antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa 
yang diterima. 
e. Asas kejujuran. Adalah asas yang sangat penting dalam hal 
muamalah antar sesama dimana seseorang harus senantiasa 
dapat menjaga amanah yang telah diberikan.  
2. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 
a. Pengertian menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen ialah segala sesuatu yang telah 
diupayakan dalam halpenjaminan terhadap adanay kepastan hukom 
guna untuk melindungi setiap komsumen.32 Sebuah keimingan 
hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan 
rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.  
Di dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga dijelaskan 
siapa saja yang menjadi subyek serta objek ada transaksi jualbeli.  
1. Subyek Jual Beli 
a) Konsumen: Menyatakan bahwa konsumen adalah 
“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan”.33  
b) Pelaku Usaha 
                                                             
32 Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
33 Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 


































Pelaku usaha ialah “Seseorang atupun badna usaha,  
baikberbentuk badan hukom dan/atau bukan badan 
hukom yang mana telah berdiri dan memiliki 
kedudukan dalam Negara Republik Indonesia dalam 
beberapa hal bidang ekonmi.34  
2. Obyek Jual Beli 
Adalah barang dan jasa. Barang adalah setiap benda 
yangberwujud ataupun tidak, yang bergerak ataupun tidak, 
serta yang dapat memberi manfaat bagi konsumen.35 Adapun 
pengertian jasa ialah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 
yang telah tersedia bagi manusia guna untk dimanfatkan oleh 
pihakkonsumen.36 
b. Asas perlindungan konsumen menurut Undang-undang 
Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum.37 
1) Asas manfaat yang dimaksud dalah menjaga amanah pada 
segaa bentuk upaya dalam hal melindungi konsemen 
senantiasa dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang 
terkait.  
                                                             
34 Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
35 Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
36 Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
37 Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 


































2) Asas keadilan yang dimaksud supaya terwujudnya sikap 
adil dalam mendapatkan hak dan kewajiban secara 
maksimal pada konsumn dan pengusaha.  
3) Asas keseimbangan yang dimaksud guna menyeimbangkan 
antar kepentingan tiap-tiap konsumen maupun pengusaha 
tak lupa juga dengan pemerntah.  
4) Asas keamanan dan keselamatan yang dimaksud adalah 
guna memberi pertanggungan pada keamanan serta 
keselamatan para konsumen pada pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  
5) Asas kepastian hukum yang dimaksud adalah untuk 
mendisiplinkan para konsumen dan pelaku usaha agar 
mentaati perturan hukum serta mendapatkan keadilan 
segala transaksi yang berkaitan dengan perdagangan dan 
juga dalam negara Indonesia menangguhkan kepastian 
hukum.  
c. Dalam Undang-undang”   Perlindungan konsumen memiliki 
beberapa tujun yang diatur dalam pasal 3, yang berbunyi:38 
1) Menyadarkan para konsumen akan pentingnya menambah 
kemampuan dalam perlindungan diri.  
                                                             
38 Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 


































2) Menjunjung tinggi taraf sebagai konsumen supaya terhindar 
pada akses yang buruk mengenai penggunaan barang 
dan/atau jasa.  
3) Menguatkan hak konsumen untuk menentukan ataupun 
memilah apapun yang berkaitan dengan konsumen.  
4) Membentuk metode dalam hal melindungi konsumen dalam 
hal keterbukan informasi dan juga untuk memperoleh 
informasi tersebut.  
5) Meningkatkan pemahaman kepada para pebisnis akan 
penting dalam melindungi pelanggan agar sifat amanah seta 
mempertanggung jawabkan usaha itu sangatlah pentiing.  
6) Membangkitkan mutu dari dan barang dan/atau jasa 
tersebut supaya produksi usaha, kesehatan serta 
keselamatan konsumen terjaga.   
 


































d. Hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-
undang Perlindungan Konsumen39 
No Hak Konsumen Kewajiban Konsumen 
1 
Mendapat rasa nyaman dan aman 
dalam mengonsumsi barang 
dan/atau jasa 
Membaca dan/atau mengikuti 
segala petunjuk infomasi serta 
bagaimana memanfaatkan 
barang dan/atau jasa demi 
kemaslahatan 
2 
Memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapat barang dan/atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar 
dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan 
Memiliki itikad baik dalam 
melakukan segala transaksi 
perdagangan barang dan/atau 
jasa tersebut 
3 
Informasi yang beran, jelas dan 
jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa 
Melakukan pembayaran sesuai 
dengan kontrak yang sudah 
dibuta 
4 
Didengar pendapat serta keluhan 
atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan 
Mengikuti segala upaya 
menyelesaikan hukum pada 
sengketa perlidungan secara 
baik dan benar 
5 Mendapat perlindungan serta  
                                                             
39 Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 


































upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara 
patut 
6 Mendapat pembinaan konsumen  
7 
Diperlakukan dan dilayani secara 




Mendapatkan kompensasi atau 
ganti kerugian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima 
tidaklah sesuai dengan kontrak 
 
9 
Hak-hak yang diatur pada 
ketentuan perundangan lainnya 
 
 
e. Hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-undang 
Perlindungan Konsumen.40 
Berikut adalah tabel dari hak dan kewajiban pelaku usaha:  
No Hak Pelaku Usaha Kewajiban Pelaku Usaha 
1 
Menerima pembayaran yang 
sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar 
Memiliki itikad baik dalam 
melaksanakan kegiatan 
usahanya 
                                                             
40 Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 






































Mendapat perlindungan hukum 
dari tindakan konsumen yang 
memiliki itikad baik 
Memberi informasi yang benar 
dan jelas serta jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa 
3 
Melakukan pembelaan diri 
sebagaimana mestinya dalam 
penyelesaian hukum sengketa 
konsumen 
Memperlakukan dan melayani 
konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif 
4 
Rehabilitasi nama baik apabila 
terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak 
diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan 
Menjamin mutu barang 
dan/atau jasa yang diprosuksi 
atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/jasa tersebut 
5 
Hak yang diatur dalamketentuan 
perundang-undangan lainnya 
Memberi kompensasi dan/atau 
ganti rugi atas kerugian 
penggunaan barang dan/atau 
jasa yang diperdagamgkan 
 
f. Perbatan yang dilarang dan sanksi dalam Undang-undang 
Perlindungan Konsumen 
 


































Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dalam Bab IV mengenai perbuatan yang 
dilarang bagi Pelaku Usaha dalam berwirausaha, adalah:41 
 
No Perbuatan yang Dilarang 
1 
Dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 
seakan-akan barang dan/atau jasa tersebut telah menuhi syarat 
atau mempunyai potongan harga, harga khusus atau mutu 
tertentu 
2 
Barang tersebut telah memiliki dan/atau mengandung cacat 
secara tersembunyi 
3 
Menawarkan sesuatu yang mana telah terkandung didalamnya 
unsur ketidaka pastian atau belum pasti 
4 
Menawarkan dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar 
tentang harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa 
5 
Menawarkan atau membuat pernyataan tentang tawaran 
diskon atau hadiah menarik yang ditawarkan 
6 
Mengelabui dan/atau menyesatkan para konsumen tentang 
barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung 
cacat tersembunyi 
7 Memberi kenaikan harga pada barang dan/atau jasa sebelum 
                                                             
41 Pasal 9 angka (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 


































melakukan potongn harga atau diskon 
8 
Menawarkan atau memromosikan barang dan/atau jasa 
dengan cara memberi perjanjian akan memberikan hadian 
barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud 
tidak memberikannya sebagimana yang telah diperjanjikan 
9 
Mengelabui para konsumen tentang kualitas, kuantitas, bahan 
serta harga barang dan/atau jasa 
 
Sanksi hukum bisa berupa sanksi administratif, sanksi 
pidana ataupun sanksi perdata sesuai dengan pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelaku usaha.  
Pelaku usaha akan dituntut untuk mempertanggung jawabkan 
segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan konsumen  
tersebut. Pada Undang-undang Perlindungan Konsumen,. misalnya untuk 
pihak yang bagian mempromosikan sudah terstuang dalam Pasal 19 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni:42 
a. Memberi tanggung jawab penuh atas mengganti segala 
kerugian apabila terjadi rusak konsumen akibat 
mengonsumsi barang dang/atau jasa yang telah di 
diperdagankan.  
                                                             
42 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menyesatkan 
(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 200 
 


































b. Mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bisa saja berupa mengembalikan uang atau mengganti barang 
dan/atau jasa yang sejenis sesuai ketentuan yang berlaku.  
c. Waktu dari mengganti kerugian barang dan/atau jasa tersebut 
berlangsung pada tengang masa 7 (tujuh) hari seusai 
transaksi dilangsungkan.  
d. Memberikan ganti kerugian seperti yang termaktub dalam 
pasal diatas akan mungkin terjadi adanya tuntutan sesuai 
hukum pidana berdasarkan dari bukti-bukti yang sudah 
tertera. 
e. Ketentuan sebagaimana yang tertera dalam ayat (1) dan ayat 
(2) tidaklah diberlakukan jika seorang pelaku usaha bisa 
mendapatkan bukti bahwa hal tersebut dalah kesalahan 
daripada konsumen.  
Adanya hukuman bagi pengusaha maupun konsumen ini 
penting dikarenakan sanksi merupakan aturan hukum untuk 
memaksa agar masyarakat mematuhi segala norma maupun 
aturan yang berlaku dan juga sebagai suatu tindakan preventif 
bagi pengusaha lain sehingga tidak ada lagi pelanggaran-







































B. Ketentuan Diskon 
1. Teori Diskon Harga. 
Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu yang umum 
digunakan dapat berguna sebagai daya tarik bagi pembeli untuk 
membeli dalam jumlah besar. Manfaat yang diperoleh bagi penjual 
adalah penjualan dalam jumlah banyak akan mengurangi biaya 
produksi tiap unitnya. Manfaat bagi pembeli adalah akan mengurangi 
biaya pesan dan pembayaran harga satuan lebih rendah dari biasanya, 
tetapi kerugian yang dapat ditimbulkan adalah pembengkakan biaya 
penyimpanan karena pemesanan yang lebih besar akan meningkatnya 
inventory.43  
Sedangkan menurut Kotler, diskon terbagi menjadi beberapa jenis 
diantaranya:44 
1. Diskon Tunai 
Diskon tunai adalah suatu proses menurunkan tarif bagi 
konsumen. 
2. Diskon kuantitas 
Diskon kuantitas adalah penurnaan tarif untuk seseorang yang 
akan melakukan pembelian banyak.  
3. Diskon fungsional  
                                                             
43 Dessi Kusumawardani, Meminimasi Total Biaya Persediaan Produk Sprite 295 MI Dengan 
Mempertimbangkan Adanya All Unit Diskon, Skripsi Sarjana (Yogyakarta: Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, 2011) 13 
44 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol 
(Jakarta: PT. Prehalindo, 2005), 162 
 


































Diskon fungsional adalah diskon yang ditawarkan oleh 
produsen kepada anggota saluran perdagangan jika mereka 
melakukan fungsi tertentu.  
4. Diskon musiman  
Ialah suatu potongan tarif yang dilakukan ketika sesorang 
melakukan pembelian barang dan/atau jasa pada musim-musim 
tertentu.  
2. Diskon dan Ruang Lingkupnya 
a. Pengertian 
Potongan harga atau yang biasa disebut dengan diskon 
adlah suatu potongan yang diberkan pada pelanggan yang mana 
tarif harga nya telah terdapat ketetapan dan hal tersebut termasuk 
kedalam cara mengiklankan. Metode seperti potongan tarif ini 
kerap sekali digunakan oleh para pelaku usaha guna untuk menarik 
hati dan minat para calon pembeli atau pelanggan.45 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diskon 
adalah potongan harga.46 
Menurut Carthy yang dikutip oleh Arif Isnaini, definisi 
diskon adalah pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh 
penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan fungsi atau 
menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Diskon dapat 
                                                             
45 Erry Fitriya Primadany, Tinjauan Hukum Islam Terhdap Sistem Diskon, Skripsi Jurusan Hukum 
Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2012, 14-15 
46 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 54 
 


































menjadi alat yang bermanfaat dalam perencanaan strategi 
pemasaran.47 Soemarso juga menjelaskan bahwa potongan 
penjualan atau potongan tunai (cash discount) adalah potongan 
harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat 
dari jangka waktu kredit.48 
Penulis menyimpulkan bahwa diskon adalah suatu 
potongan harga dimana transaksi tersebut disetujui oleh penjual 
kepada pembeli dalam suatu waktu tertentu sebagai bentuk 
penghargaan atau hadiah 
b. Tujuan Sistem Diskon 
Tujuan adanya diskon kutipan dari Arif Isnaini ada beberapa tujuan 
diantaranya:49 
• Memberi dorongan kepada para pelanggan agar membeli 
produk barang dengan jumlha sebanyak-banyaknya dengan 
tujuan agar penjualan bisa meningkat.  
• Transaksi tersebut dapat fokus memperhatikan kepada toko 
tersebut, dengan tujuan diharapkan dapat memberikan 
tambahan serta mempertankan para pelanggan yang sudah 
lama berlangganan.  
• Merupakan perbaikan penjualan yang bertujuan untuk 
menarik transaksi jual beli pada pembelin tersebut. 
                                                             
47 Arif Isnaini, Model dan Strategi Pemasaran (Makassar: Ntp Press, 2005), 89 
48 Soemarso, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2000) 154 
49 Arif Isnaini, Op.Cit, 90 
 


































1. Faktor Terjadinya Diskon 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan memberikan 
potongan harga kepada produk yang dijualnya. Menurut Bukhari Alma 
ada beberapa hal yang menyebabkan dilakukan pemberian potongan 
harga kepada konsumen, yaitu:50 
a. Konsumen membayar lebih cepat dari waktu yang telah 
ditentukan. 
b. Pembelian dalam jumlah besar. 
c. Adanya perbedaan timbangan.  
Menurut Djasmin Saladin ada beberapa alasan perusahaan 
memprakarsai pemotongan harga, yaitu:51 
a. Kelebihan kapasitas. 
b. Merosotnya bagian pasar akibat makin ketatnya persaingan. 
c. Untuk mengumpulkan pasar melalui biaya yang lebih 
rendah. 
Beberapa faktor akan terjadinya sebuah diskon juga dipaparkan 
oleh Anne Ahira bahwa tidak sembarang kondisi termasuk ke dalam 
faktor terjadinya diskon.  
Menurut Bukhari Alma dalam Manajemen Pemasaran dan 
Pemasaran Jasa ada beberapa alasan perusahaan memprakarsai 
pemotongan harga yaitu:52 
                                                             
50 Bukhari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 2000), 132 
51 Djasmin Saladin, Manajemen Pemasaran “Analisa, Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian: (Bandung: Lidya Karya, 2003), hlm 151 
52 Bukhari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 2000), 132 
 


































a. Konsumen membayar lebih cepat dari waktu yang telah 
ditentukan 
b. Pembelian dalam jumlah besar 
c. Adanya perbedaan timbangan. 
Sedangkan menurut Djasmin Saladina beberapa alasan 
perusahaan yaitu:53 
2. Hitungan Metode Diskon 
Terdapat bermacam-macam pengurangan tarif sesuai dengan 
kettentuan yang diberlakukan oleh penjual.  
Seperti misalnya sebuah toko bisnis dagang memaparkan  daaftar 
dari pengurangan tarif yaitu: 
Menjual dengan harga asli 5.000,00 kemudian mendapatkan 
potongan tarif harga sebesar 20% perhitungan jika mendapat potongan 
tarif harga yaitu 20%x5.000,00 yaitu 1.000,00 maka yang terjadi 
adalah tarif harga normal tersebut dikurangkan dengan besarnya 
potongan tarif harga yang telah dihitung 5.000,00-1.000,00 maka 
pelanggan membayar dengan jumlah 4.000,00. Begitupun seterusnya 
jika mendapat potongan harga 10% atupun 5% dari harga normal.  
 
                                                             
53 Djasmin Saladin, Manajemen Pemasaran ‘Analisa, Perencanaan, Pelaksanaan, dan 
Pengendalian” (Bandung: Linda Karya, 2003), 151 
 



































SISTEM DISKON DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI STAND PAMERAN 
(SA SHOOP) ROYAL PLAZA SURABAYA 
 
A. Demografi Stand Pameran (SA Shoop) Royal Plaza Surabaya 
Beruhubungan dengan data yang akan ditelusuri sesuai dengan fokus 
penelitian, maka peneliti mengambil lokasi di Royal Plaza Surabaya. 
Penelitian ini dilakukan di stand pameran (Sa Shoop) Royal karena 
menurut peneliti, stand tersebut sangat relevan dengan tujuan dari 
penelitian.  
1. Profil Stand Pameran (SA Shoop) Royal 
SA Shoop awal nya hanya toko kecil yang berada di ITC Mega 
Grosir Surabaya yang beralamat di Jl. Gembong Kapasan Kecamatan 
Simokerto Kota Surabaya Jawa Timur. SA Shoop berdiri sejak tahun 
1998. kepanjangan nama SA Shoop sendiri adalah Sejahtera Abadi 
Shoop dimana pengusaha berharap agar toko tersebut menjadi toko 
yang makmur dan selamanya.54 Seiring berjalannya waktu toko ini 
berkembang dan memiliki banyak pelanggan di Surabaya. Selain 
offline, SA Shoop juga pernah mengembangkan bisnisnya secara 
online. Akan tetapi untuk sementara waktu, bisnis tersebut berjalan 
secara offline karena kurangnya tenaga kerja. Tak heran banyak yang 
mengenal nama toko tersebut terutama dikalangan para remaja. 
Banyak sekali produk yang dijual oleh toko SA Shoop yang berupa 
                                                             
54 Dedy Syahputra, wawancara, 12 November 14.34 WIB 
 


































pakaian wanita seperti kemeja, blouse, gamis, tunik, rok, kulot, celana 
dan lain sebagainya. 
Kemudian setelah usaha berkembang dengan pesat, pengusaha 
memberi kepercayaan kepada putranya yakni Dedy Syahputra untuk  
membuka cabang di Royal Plaza Surabaya. Awalnya pak Dedy ingin 
membuka cabang berupa toko di Royal Plaza, tetapi pak Dedy 
mengurungkan niat karena toko yang saat itu disewakan lokasinya 
kurang strategis.  
Kemudian pada Tahun 2017 tepatnya di bulan April mereka pun 
memutuskan ikut serta dalam event yang diselenggarakan di Royal 
Plaza. Royal Plaza berada di Jl. Ahmad Yani 16-18 Surabaya, dimana 
Royal Plaza ini memiliki keunikan di wilayah Surabya Selatan karena 
tempatnya yang strategis. Yang berlokasi tepat berada di pusat kota 
Surabaya yang mudah diakses dari segala penjuru kota, baik dengan 
menggunakan kendaraan pribadi mapupun kendaraan umum.  
Dikembangkan oleh PT. Dwijaya Manunggal, pusat perbelanjaan 
yang berdiri diatas lahan seluas 4 hektar ini mulai beroperasi pada 
Oktober 2006. Event yang dimaksud adalah pameran fashion yang 
berada di Royal Plaza Surabaya. Pameran yang sering diadakan 
terletak di Royal South. Ada berbagai macam event yang kerap sekali 
diadakan oleh Royal Plaza. Salah satunya adalah Pameran Batik, 
Aksesoris dan Muslim Lifestyle Organized By Space Developer. 
Pameran tersebut memiliki jangka waktu 7 sampai 14 hari. Untuk 
 


































ukuran panjang dan lebar setiap stand yaitu 2 meter x 2,8 meter. Dan 
harga tiap stand berbeda-beda tergantung pada stand yang dipilih oleh 
para pengusaha. Yang membedakan harga setiap stand adalah tata 
letak dari stand tersebut dimana pasti terdapat stand yang berada 
didepan dan stand yang berada dibelakang.55 Berikut contoh gambar 
denah stand pameran Royal South.56 
 
                                                             
55 Dedy Syahputra, wawancara, 12 November 14.56 WIB 
56 Ibid., 
 


































2. Struktur Katyawan Stand Pameran (SA Shoop) Royal 
Struktur organisasi di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana 
pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Dalam stand 
pameran SA Shoop peran tertinggi dipegang oleh bapak Dedy 
Syahputra selaku pemilik usaha. Kemudian yang kedua keuangan toko 
dipegang oleh saudari Irna selaku kasir. Dan yang terakhir adalah ada 
tiga orang yakni Dyah, Eka dan Dita selaku pemasaran. berikut ini 
adalah bagan dari struktur organisasi tersebut yakni:57 
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B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Diskon di Stand Pameran (SA Shoop) 
Royal 
Data yang digunakan oleh peneliti berupa observasi dan 
wawancara. Yang secara langsung penulis lakukan kepada informan yang 
berkaitan dengan transaksi jual beli yakni pengusaha serta pegawai stand 
pameran SA Shoop.  
Stand pameran SA Shoop dalah salah satu stand pameran yang 
berada di Royal South Royal Plaza Surabaya. Stand tersebut memiliki 
berbagai macam strategi untuk memasarkan produk mereka yang mana 
salah satu strategi adalah dengan sistem diskon. Sistem diskon sangat 
berfungsi sebagai strategi pemasaran barang yang ditawarkan untuk 
menarik pelanggan agar berminat membeli barang tersebut. Pada stand 
pameran SA Shoop tentu terdapat berbagai macam sistem diskon.  
Dalam memberikan diskon pada produk pakaian wanita, stand 
pameran SA Shoop memberikan diskon di hari-hari khusus seperti hari 
raya, natalan atau tahun baru. Beberapa adalah yang dipaparkan saaat 
wawancara oleh saudari Eka bahwa produk potongan harga adalah tunik, 
gamis serta jaket jeans.58  Barang yang mendapat diskon di stand pameran 
SA Shoop seperti yang dikatakan oleh pak Dedy, memiliki kategori 
produk-produk yang stok nya lama dan masih tersimpan dirumah akan 
tetapi mengalami penjalan yang sedikit, produk barng yang mempunyai 
beberapa kotor. Syarat yang diberikan untuk mendapatkan diskon di stand 
pameran SA Shoop, pak Dedy menegaskan tidak terdapat syarat tertentu, 
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dengan memilih barang yang terdapat pada gantungan yang terdapat 
tulisan potongan harga nya. Kisaran diskon yang di berikan di stand 
pameran SA Shoop, pak Dedy mengumumkan bahwasannya stand 
pameran SA Shoop memberikan potongan harga sekitar 10% hingga 20% 
bahkan obral hingga 50%.  
Menurut pak Dedy Stand pameran SA Shoop memberikan 
potongan harga pada beberapa produk dengan tujuan agar tetap mendapat 
profit meskipun beberapa prodk barang minim disukai oleh pelanggan, 
karena stand pameran SA Shoop adalah produk pakaian muslimah yang 
setiap beberapa bulan akan upgrade model baru, sehingga beberapa yang 
sudah lama sesegera mungkin kita diskon sebelm ketinggalan trend. Serta 
paling utama adalah tujuannya agar pembeli dan calon pembeli banyak 
yang berminat dan tertarik sekalian sebagai ajang promosi supaya banyak 
yang lebih mengenal SA Shoop.  
Sistem pemberian diskon yang diterapkan oleh stand pameran SA 
Shoop terdapat penjelasan dari pak Dedy bahwa mereka akan menjual baju 
yang mengikuti perkembangan trend dan selalu berganti-ganti model.59 
Sehingga apabila barang sudah terpajang selama 2 bulan (4x mengikuti 
event) dengan harga asli, dapat ditarik kesimpulan bahwa minat pembeli 
mulai menurun terhadap mdel tersebut. Maka stand pameran SA Shoop 
harus segera mengambil langkah diskon. Biasanya model tersebut akan 
mendapat diskon 10%. Apabila masih banyak stok barang tersebut maka 
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mereka akan menambah diskonnya menjadi 20%, tidak sedikit produk 
yang tidak lengkap seriannya, seperti warna, model dn lain sebagainya. 
Akan tetapi terkadang pengusaha mencampurkan dengan menjual produk 
yang sudah cacat dan berkualitas rendah, kerap terjadi pengusaha pak 
Dedy tersebut tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa barang 
tersebut memiliki cacat.60 Salah satu pelanggan mbak puspita pernah suatu 
ketika beliau membeli barang di stand pameran SA Shoop. Dia senang 
sekali membeli si stand tersebut karena banyak diskon, akan tetapi 
sesampainya dirumah barang tersebut dicek kembali dan ditemukan sobek 
dibagian saku. Tentu saja dia kembali keesokan harinya dan menukarkan 
barang tersebut, akan tetapi pihak stand menolak untuk penukaran karena 
sudah lebih dari 1x24 jam. Hal tersebut tidak ada di perjanjian 
sebelumnya.61 
Hasil wawancara Dita selaku pegawai stand pameran SA Shoop 
mengenai ketetapan potongan harga juga diberikan dengan cara 
mengurangi harga asli barang terlebih dahulu kemudian menaikkan 
seolah-olah barang tersebut telah mendapat potongan harga. Pelanggan 
bernama ibu Gita juga di wawancara oleh penulis. Bu Gita mengatakan 
senang bisa berbelanja di stand pameran SA Shoop Royal Plaza karena 
memperoleh beberapa potongan harga. Bu Gita juga tidak tahu menahu 
tentang metode pemotongan harga di stand pameran SA Shoop Royal 
Plaza. Ibu Gita sangat tertarik membeli produk barang yang ditawarkan 
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61 ibid, 
 


































oleh stand pameran SA Shoop karna ramai sekali potongan harga yang 
ditawarkan tentunya SA Shoop berkeinginan memperoleh produk dengan 
harga terjangkau serta berkualitas tinggi.62
                                                             
62Ibu Gita, wawancara 22 Desember 2019 
 



































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK 
JUAL BELI DENGAN SISTEM DISKON DI STAND PAMERAN (SA 
SHOOP) ROYAL PLAZA SURABAYA 
 
A. Analisis Pada Praktik Jual Beli Dengan Sistem Diskon Di Stand Pameran 
(SA Shoop) Royal Plaza Surabaya 
Sebuah transksi ada karena kesepakatan bersama antara kedua belah 
pihak tentang harga produk barang yang akan di transaksikan dengan 
syarat lainnya. Potongan harga diberi pada barang yang dijual ketika 
memasuki musim atau hari tertentu misalnya pada saat hari raya. Selain 
pada musim tertentu, diskon diberikan pada barang yang merupakan stok 
lama. Sa Shoop memberikan diskon dengan tujuan promosi. Tujuan dari 
memberikan potonngan harga oleh Sa Shoop, berikut beberapa tujuan 
diantaranya adalah:  
1. Untuk meningkatkan volume, dengan cara menghabiskan stok lama 
yang ada digudang. 
2. Memperbanyak pelanggan, karena memberi potongan harga pada suatu 
produk akan menarik hati pelanggan serta calon pelanggan yang lain 
untuk membeli di stand tersebut. 
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem 
Diskon Di Stand Pameran (SA Shoop) Royal Plaza Surabaya 
Segala bentuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada 
dalil yang mengharamkan. Jual beli erat kaitannya dengan akad dimana 
 


































akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan oleh syara’ untuk 
menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Oleh karena itu apabila akan 
menjalin sebuah ikatan atau perjanjian diharapkan mewujudkan agar 
terpenuhnya hak serta kewajiban para pihak.  
Seperti yang tercantum pada kaidah fiqih yang berbunyi : 
ُتَ َعاِقَدْيِنرَونَِتَجُتُهرَمارإِْلتَ َزَماُهرَِبلت ََّعاقُدِر
 اأَلْصُلرِفرالَعقِدرِرَضىرامل
yang artinya “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah 
pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”. 
Dasar dari kaidah tersebut terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Nisa 
ayat 29:63 
أَْنرَتُكْوَنرِِتَارًَةَعْنرتَ رَاٍضر َنُكْمرَِبْلَباِطِلرِإالَّ ِمْنُكمْرََيأَي َُّهاالَِّذْيَنراََمنُ ْوااَلََتُْكُلْواأَْمَواَلُكْمربَ ي ْ  
Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. 
Jika merujuk pada kaidah fiqih diatas maka sangat penting unsur 
keridhaan dalam jual beli. Dalam asas-asas jual beli juga terdapat salah 
satu asas yang berbunyi asas keadilan dan keseimbangan prestasi. 
Jika ditinjau dari Hukum Islam bisnis yang dijalankan stand 
pameran SA Shoop juga boleh dilakukan kecuali tidak bertentangan 
dengan syari’at Islam. Sistem cara berpromosi yang digunakan dari yang 
memberikan produk promo dengan harga murah dan pemotongan harga 
yang tidak benar-benar mendapat pengurangan, namun harus sesuai 
dengan kaidah yang berlaku, tidak boleh sampai ada yang merasa 
dirugikan antara pihak yang berakad maupun orang lain. Akan tetapi 
kenyataannya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun kurang puas 
                                                             
63 Departemen Agama RI, Al-Quran Bayan (Bandung: Al-Quran Terkemuka, 2010) 83 
 


































terhadap stand pameran SA Shoop karena dari produk-produknya 
khususnya barang-barang promo dirasa kurang baik dari kualitasnya 
maupun fungsi kegunanaanya. Selain itu di stand pameran SA Shoop 
tersebut juga terbukti adanya suatu hal yang dilarng pada transaksi tersebut 
adalah unsur penipuan dimana satu diantara kedua belah pihak yang 
berakad tidak memberitahukan secara terang-terangngan mengenai produk 
yamg akan diperjual belikan. Barang belum dikenakan pengurangan harga 
telah dinaikkan terlebih dahulu pada transaksi di stand pameran SA Shoop 
yang mana kata pengusaha hal tersebut untuk mengkiuti harga yang 
beredar di pasaran. Sehingag produk tersebut seolah-olah mendapat 
pengurangan harga tersebut sebenarnya merupakan harga normal.  
Maka dengan hal itu, tentunya dalam melakukan jual beli ada 
pihak-pihak yang merasa dirugikan. Padahal di dalam bermu’amalah ada 
batasan yang tidak boleh dilakukan jika itu dapat merugikan pihak-pihak 
yang berakad ataupun orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW 
yaitu laa dharara wala dhirara yang berarti bahwa tidak boleh 
membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mu’amalah yang dapat 
merugikan diri sendiri maupun orang lain maka diharamkan. Sama dengan 
halnya pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan praktik sistem diskon di 
stand pameran SA Shoop maka hukumya haram. 
Kategori transaksi perdagangan diatas hukumnya sah akan tetapi 
akadnya Fasid Sebagaimana yang dijelaskan bahwa disebabkan oleh 
faktor haram li ghairihi (haram karena selain zatnya) dikarenakan dalam 
 


































proses jual beli oleh kedua belah pihak terdapat salah satu unsur yang 
tidak dibenarkan dalam kaidah fiqh tersebut. Karena sahnya akad jual beli 
harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, disini hukumnya menjadi 
rusak karena tidak terpenuhinya syarat yang menjadi objek jual beli yaitu 
dapat dimanfaatkan artinya benda harus dapat dimanfaatkan atau 
digunakan karena barang yang dibeli konsumen di stand pameran SA 
Shoop ternyata tidak dapat dimanfaatkan dan syarat objek jual beli harus 
diketahui artinya apabila dalam perihal produk serta harganya tidak di 
publish,  dapat disimpulkan bahwa perjnjian transaksi tersebut tidaklah sah 
karena dapat dimungkinkan terdapat unsur penipuan didalamnya.  
Sebagai pengusaha ataupun penjual tak hanya berkewajiban 
sekedar menjalankan usahanya karena untuk memiliki usaha yang sehat 
dalam menjalankan fungsi-fungsinya harus memenuhi beberapa prinsip 
etika pemasaran yaitu:64 a. Memiliki kepribadian bertaqwa. Dalam 
menjalankan segala usaha harus dilandasi dengan sikap takwa kepada 
Allah, sehingga dapat mencegah dari perbuatan yang menyimpang. Jika 
seperti praktik yang dilakukan stand pameran SA Shoop mengandung 
unsur penipuan, kecurangan dan kebohongan, maka yang dilakukan stand 
pameran SA Shoop tidak didasari ketakwaan kepada Allah  SWT dalam 
berusaha. b. Berlaku adil dalam bisnis. Bersikap adil dalam bisnis berarti 
tidak membeda-bedakan konsumen dengan perlakuan yang sama 
dihadapan konsumen. c. Bersikap melayani sikap. Melayani seorang 
                                                             
64 Moh. Abdurrahman Wahid, “Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengenmbangan Ekonomi Islami”, 
Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4. No.2 (Desember 2016), 221 
 


































penjual bukan hanya sikap sopan, santun, ramah dan murah hari kepada 
konsumen. Akan tetapi harus melayani dengan baik dari yang penjual 
secara terbuka menginformasikan produk-produk yang dijualnya dan dapat 
melayani dengan baik konsumen yang komplain terhadap barang cacat 
yang meminta pertanggung jawaban. Berbeda dengan stand pameran SA 
Shoop yang kurang bersikap melayani terhadap konsumennya meminta 
menukar pada barang cacat yang dibelinya stand pameran SA Shoop. d. 
Menepati janji dan tidak curang. Sikap stand pameran SA Shoop yang 
tidak melayani konsumen dalam hal penukaran barang yang dibelinya 
merupakan sikap tidak menepati janji, karena dalam Islam sendiri meminta 
penukaran barang cacat termasuk khiyar ‘aibi artinya tanpa adanya 
perjanjian di akad boleh meminta pengembalian barang ke penjual. e. Jujur 
dan terpercaya. Sikap stand pameran SA Shoop yang menyembunyikan 
dan tidak menginformasikan kepada konsumen mengenai kondisi barang 
merupakan sikap ketidakjujuran yang dilakukan stand pameran SA Shoop. 
Maka dapat disimpulkan bahwa analisis dari tinjauan hukum Islam dalam 
penerapan sistem promo di stand pameran SA Shoop adalah tidak adanya 
dasar kerelaan dari pihak konsumen sehingga ada pihak yang dirugikan 
dari penerapan transaksi sistem diskon di stand pameran SA Shoop. Maka 
hal ini masuk dalam kategori transaksi perdagangan yang sah akan tetapi 
rusak karena beberapa tidak sesuai dengan Al-Qawa’id al-Fiqhiyah. 
 


































B. Analisis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Diskon Stand 
Pameran (SA Shoop) Royal Plaza Surabaya 
Ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, menurut Pasal 1 dimaksud bahwa perlindungan 
konsumen ialah segala bentuk cara untuk menanggung suatu kepsatian 
hukum guna melindungi para konsumen. Segala kegiatan ekonomi ynag 
dilakukan konsumen akan mendapat perlindungan hukum jika yang 
menjadi hak dari konsumen tersebut tidak terpenuhi. Dengan dibuatnya 
perlindungan konsumen, akan meminimalisir korban-korban dari 
kejahatan dalam dunia perekonomian.  
Undang-undang tersebut sekaligus bertujuan agar diskon tidak serta merta 
menjadi alat untuk menipu konsumen. Sebab, secara psikologis konsumen 
sangat tertarik dengan adanya promosi diskon. Tidak sedikit produk yang 
memperoleh diskon setelah harga dinaikkan terlebih dahulu, maka dari itu 
pemerintah perlu mewaspadai, mencermati dan mengawasi. Karena akan 
merugikan pembeli yang tak jeli. Selain pembeli tersebut tertipu, jika tidak 
lebih berhati-hati bisa terjebak pada perilaku belanja yang berlebihan 
sehingga berujung pada pemborosan.  
Kemudian Mengenai hak-hak yang wajib didapatkan untuk konsumen, di 
Stand Pameran SA Shoop tidak dapat memenuhi apa yang perlu menjadi 
hak konsumen. Pihak Stand Pameran SA Shoop yang memenuhi 
kewajiban sebagai pelaku usaha, tidak melayani konsumen dengan baik. 
 


































Hak-hak konsumen telah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 
beberapa diantaranya yaitu a) mendapat rasa nyaman dan aman dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. b) memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c) Informasi yang beran, jelas dan 
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d) Didengar 
pendapat serta keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e) 
Mendapat perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. f) mendapat pembinaan konsumen. g) 
Diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak adanya 
diskriminatif. h) Mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidaklah sesuai dengan kontrak. i) Hak-
hak yang diatur pada ketentuan perundangan lainnya.  
Berdasarkan Pasal 4 mengenai hak konsumen tersebut, agar tidak 
ada pihak-pihak yang merasa dirugikan perlunya konsumen mendapatkan 
informasi dengan benar, jelas dan jujur atas kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan pihak penjual, kemudian konsumn mempunyai hak untuk 
memperoleh kompensasi atas produk ynag rusak ataupun cacat. Ganti rugi 
berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 dapat berupa 
pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara dengan nilainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Karena agar hak konsumen terpenuhi, ada yang wajib 
 


































menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sebagaimana Pasal 7 
UU No. 8 Tahun 1999 yang menjadi kewajiban pelaku usaha beberapa 
diantaranya yaitu a) Memiliki itikad baik dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya. b) Memberi informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. c) Memperlakukan dan 
melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. d) 
Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diprosuksi atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa tersebut. e) Memberi 
kompensasi dan/atau ganti rugi atas kerugian penggunaan barang dan/atau 
jasa yang diperdagamgkan.  
Mengacu pada Pasal 7, sebagai pelaku usaha dalam menjalankan 
bisnisnya wajib menjamin mutu produk yang diperdagangkan sesuai 
dengan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Jika pihak konsumen 
merasa ada yang dirugikan, sedangkan pihak pelaku usaha tidak bersedia 
bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, maka pihak konsumen 
dapat menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalan lewat jalur 
pengdilan dan/atau luar pengdailan sesuai pihak konsumen dengan 
sukarlea.  
Selain itu hasil penelitian penulis menemukan bahwa Stand 
Pameran Sa Shoop ini dalam usaha perdagangannya menerapkan sistem 
diskon dimana mereka menaikkan harga barang terlebih dahulu baru 
kemudian memperoleh diskon, apabila ditinjau dari Undang-Undang No 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah pasti termasuk 
 


































kedalam penipuan harga. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a berbunyi “Pelaku 
usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang 
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah 
memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu 
tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna 
tertentu”. Dalam hal ini penjual telah dengan sengaja melakukan penipuan 
harga kepada konsumen. Dalam Pasal 10 huruf a juga dtercantum 
didalamnya seorang pengusaha apabila memromosikan produk dilrang 
memromosikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang 
tidak benar yang akan merugikan pihak konsumen. karena suad ada 
Undang-undang yang mengatur hal tersebut sehingga seorang pengusaha 
apabila melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara kurang lebih 
paling lama yakni 5 tahun penjara atau kemungkinan membayar denda 
paling maksimal sebanyak Rp. 2.000.000.000,00. 
 





































Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh penulis setelah meneliti dan 
menelaah skripsi, diantaranya adalah:  
1. Mekanisme diskon pada stand pameran SA Shoop Royal Plaza 
Surabaya perspektif umum diantaranya: 
a. Tidak dikenakan syarat tertentu untuk mendapatkan diskon pada 
produk yang mempunyai slogan diskon. 
b. Diskon diberikan pada produk stok lama dan kualitas rendah. 
c. Terdapat sistem diskon bhwa produk barang awalnya dinaikan 
kemudian dikenai diskon. 
2. Analisis hukum Islam pada transaksi jual beli dengan sistem diskon di 
stand pameran SA Shoop sah menurut hukum Islam, akan tetapi rusak 
dikarenakan terdapat beberapa unsur yang kurang sesuai dengan Al-
Qawa’id al-Fiqhiyah Hal tersebut ditemukan pada sistem diskon 
transaksi jual beli pada stand pameran SA Shoop, dimana penjual 
memberikan diskon pada barang yang telah cacat dan berkualitas 
rendah kepada pembeli yang mengakibatkan hilangnya unsur ridha 
apabila mengetahuinya. 
1. Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen terhadap diskon pada transaksi jual beli di stand pameran 
SA Shoop Royal Plaza Surabaya tidak makbul. Setelah ditelaah 
 


































terdapat adanya larangan pada beberapa usnur diskon. Hal ini tertulis 
pada “pasal 4 huruf (c) serta  pasal 9 angka 1 huruf (a)”.  
B. Saran 
Bersumber pada praktik jual beli diatas, maka penulis mengusulkan 
beberapa saran yang bermanfaat:  
1. Pemerintah Indonesia, penulis mengharap Undang-undang No 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat di aplikasikan secarah 
utuh dan menyeluruh. Agar seluruhnya mendapat perlindungan secara 
hukum.  
2. Pengusaha stand pameran SA Shoop, agar mendapatkan kebaikan 
dunia maupun akhirat seharusnya akan jauh lebih baik apabila 
menggunakan sistem diskon yang sesuai ajaran Rasulullah saw dan 
Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
minus terdapat unsur menipu pada barang dan/atau jasa serta pada 
harga yang telah dicantumkan.  
3. Bagi para pembeli dan calon pembeli sebaiknya lebih cermat dan teliti 
serta lebih update mengetahui harga dipasaran supaya lebih terjaga 
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